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RUMAH ibadah kembali menjadi pem-

bicaraan. Gagasan yang muncul adalah

tentang mekanisme kontrol rumah iba-

dah sebagai upaya mencegah radikalisme.

Awalnya mencuat dalam rapat dengar

pendapat di Komisi III DPR RI Senin (4/9)

yang menghadirkan Kepala Badan Nasio-

nal Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Komjen Pol Rycko Ameliza Dahniel. Saat

itu, salah satu anggota Komisi III Irjen Pol

(Purn) Drs H Safaruddin menyinggung

adanya karyawan PT KAI yang terpapar

paham radikalisme beberapa waktu lalu.

Kasus tersebut berhasil terdeteksi Densus

Antiteror Mabes Polri dan sudah di-

lakukan penanganan.

Menanggapi hal itu, Kepala BNPT ke-

mudian mengusulkan adanya mekanisme

kontrol rumah ibadah sebagai upaya pen-

cegahan radikalisme. Namun, barangkali

ide Kepala BNPT itu hanya ditangkap se-

potong-sepotong. Akibatnya, memuncul-

kan kesan, seolah-olah pemerintah hen-

dak membuat kebijakan tentang peng-

awasan terhadap rumah ibadah. Padahal

Kepala BNPT mengusulkan sebuah

mekanisme kontrol rumah ibadah dengan

menekankan pentingnya melibatkan ma-

syarakat setempat. Bukan kontrol penuh

dan sepihak oleh pemerintah.

Berlebihan

Menurut BNPT, mekanisme kontrol itu

artinya bukan pemerintah yang melaku-

kan. “Mekanisme kontrol itu tumbuh dari

masyarakat yang kemudian melibatkan

pemerintah,” terang Kepala BNPT, seper-

ti dilansir KRjogja.com (6/9) yang mengu-

tip keterangan Biro Perencanakan, Hu-

kum dan Humas BNPT. Mekanisme kon-

trol ini tidak mengharuskan pemerintah

mengambil kendali langsung, melainkan

tumbuh dari masyarakat dan kemudian

mendapatkan dukungan pemerintah.

Bila mengacu penjelasan tersebut, pe-

ngurus rumah ibadah dan jamaah di seki-

tarnya harus jeli dan berperan aktif

mengawasi. Lebih lebih jika tempat

ibadah itu berada di jalur-jalur strategis,

sehingga harus steril dari pengaruh pi-

hak-pihak yang ingin memanfaatkan

rumah ibadah untuk tujuan yang me-

nyimpang.

Mengawasi rumah ibadah, sepertinya

terdengar berlebihan. Apalagi aktivitas

yang dilakukan di sebuah masjid, misal-

nya, sudah sangat jelas, yakni periba-

datan salat lima waktu. Juga  kegiatan

keagamaan lain, seperti pengajian, kajian

agama, TPA maupun kegiatan yang ber-

hubungan dengan pemberdayaan masya-

rakat di sekitarnya. Tidak terhindarkan,

banyak pula rumah ibadah yang menjadi

pusat aktivitas untuk melakukan pen-

dampingan terhadap masyarakat. Seperti

pengentasan kemiskinan, pemberantasan

kebodohan, kemaksiatan dan tempat

berkumpul untuk menyelesaikan pro-

blem-problem kemasyarakatan.

Melihat padatnya aktivitas yang ada di

rumah-rumah  ibadah,  diyakini mereka

sudah memiliki kemampuan pengelolaan

dengan baik. Termasuk menang-

kal atau menanggulangi kemung-

kinan masuknya gejala radikalis-

me. Kalaupun kemudian muncul

gagasan perlunya pengawasan

dengan melibatkan jemaah dan

masyarakat, barangkali bisa di-

maknai sebagai tindakan preven-

tif yang bersifat mencegah.

Karena, memang ada rumah

ibadah yang kemudian ditengarai

digunakan untuk memprovokasi

jamaah dengan tujuan negatif.

Tetapi, ini tidak lantas digebyah

uyah atau digeneralisir.

Tak Perlu

Namun  Ketua Umum Dewan

Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Ka-

lla menilai, pengawasan rumah

ibadah tak perlu dilakukan.

Sebab, para pengurus atau pengelola

rumah ibadah sudah lebih paham. Jika

kemudian ada tanda-tanda yang dinilai

mencurigakan, dipastikan pengurus

rumah ibadah bakal melakukan langkah-

langkah yang lebih bijak.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof

Dr Haedar Nashir juga berpendapat tak

perlu ada kebijakan mengawasi rumah

ibadah. Pihaknya, meyakini masjid dan

rumah ibadah lainnya menjadi sumber ni-

lai berbangsa dan sumber nilai etika ma-

syarakat (KR, 8/9).

Selaras denga apa yang pernah disam-

paikan Wapres KH Maíruf Amin yang

mengutip artikel berjudul ëThe Masjid

Yesterday and Todayí karya Zakaryya

Mohammed Abdel Hady, bahwa  rumah

ibadah  (masjid),  senantiasa berada di

jantung komunitas, berperan dalam akti-

vitas keseharian dan aktivitas untuk

membangun pemikiran dan budaya ma-

syarakat.  ❑-f

*) Mohammad Sobirin, Wartawan

Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Anggota

Forum Komunikasi Pencegahan

Terorisme (FKPT) DIY

Dilema Radio Publik Lokal

Mohammad  Sobirin

Muncul wacana pertemuan Megawati
dan SBY

-- Jadi ingat lagu : ‘andaikan kau
datang kembali...’

***
Timnas Indonesia puncaki klasemen se-

mentara
-- Perjalanan panjang selalu dimu-

lai dari selangkah.
*** 

KTT ASEAN hasilkan dua dokumen
bidang ketenagakerjaan

-- Semoga Pekerja Migran
Indonesia makin terlindungi.

Kontrol Rumah Ibadah, Tindakan Preventif

PERINGATAN HUT RRI ke-78, tang-

gal 11 September 2023 memberikan dua

isyarat penting bagi sistem penyiaran

Indonesia. Pertama, Indonesia telah me-

miliki radio publik bernama RRI dalam

usia yang sudah sangat panjang.

Meskipun status RRI sebagai radio pu-

blik masih sangat pendek, yaitu baru

berusia 21 tahun sejak tahun 2002.

Ingatan historis politis tentang RRI ber-

usia lebih panjang, sejak tahun 1945

ketika peran politik radio ini lebih besar

daripada peran sosial. Kedua, dan ini ti-

dak banyak yang mengetahui bahwa se-

lain RRI, keberadaan radio publik

lokal non-RRI juga patut untuk diper-

hatikan. 

Pada periode panjang rezim Orde

Baru 1966 - 1998, bersamaan dengan

RRI, pemerintah Orde Baru mengem-

bangkan radio berbasis kabupaten/ko-

ta bernama Radio Siaran Pemerintah

Daerah (RSPD). Awalnya berstatus ra-

dio pemerintah daerah, namun pasca-

2002, statusnya menjadi lembaga

penyiaran radio publik lokal (LPPL).

Eksistensi lebih dari 200 LPPL hingga

hari ini menegaskan dualisme model

LPP di Indonesia: nasional dan lokal. 

Diskriminasi Kebijakan

UU No 32/2002 mengatur keber-

adaan LPPL berposisi sebagai ‘pe-

lengkap’ dari LPP nasional, bukan pe-

main utama. Kebijakan ini tampak se-

jalan dengan pola pikir kebijakan sen-

tralistik warisan Orde Baru dimana

radio daerah merupakan kepanjangan

tangan radio di Jakarta. Pada Peraturan

Pemerintah No. 11/2005, logika ini

diperkuat dalam pengaturan bahwa LP-

PL tidak wajib didirikan, jika di daerah

tertentu sudah ada RRI. Artinya, terda-

pat diskriminasi kebijakan pengembang-

an LPPL sebagai pilar penyiaran. Meski

penerima mandat layanan publik, po-

sisinya nomor dua setelah RRI. 

Implementasi regulasi terkait LPPL

juga lemah, karena tidak diikuti per-

aturan pemerintah yang mengatur eko-

sistem media publik daerah. Penting di-

catat, sejak munculnya aspirasi keber-

adaan LPPL hingga hari ini, kelompok

kepentingan yang ingin menjaga keber-

lanjutan RSPD lebih mengemuka, ke-

timbang kelompok publik lokal secara

luas. Kemunculan LPPL bersifat elitis,

top down, mirip sejarah alih status RRI

ke LPP. 

Hingga berusia 21 tahun, pendirian

LPPL misalnya tidak sepenuhnya meng-

acu prinsip dasar sebagai radio publik.

Pertama, LPPL mayoritas dibentuk pe-

merintah daerah dengan mengubah/alih

status RSPD, bukan membuat LPPL

yang samasekali baru. Pola ini bersifat

top down, diinisiasi Dinas Komunikasi

atau Unit Kehumasan Bupati/Walikota.

Kedua dan jarang terjadi pendirian LP-

PL oleh organisasi sosial diluar pemerin-

tah daerah, meskipun ini lebih meme-

nuhi semangat pendirian radio publik. 

Semangat Transformasi

Menyongsong revisi UU Penyiaran No

32/2002, diikuti semangat transformasi

digital di sektor media lokal, komunitas

pegiat LPPL perlu berkumpul dan

mengambil sikap. Pada dasarnya, LPPL

memiliki urgensi tinggi atas nama

layanan informasi yang berkualitas di

sebagai hak warga negara. Layanan in-

formasi berkualitasi ini belum maksimal

disediakan oleh RRI dan juga media

lokal lainnya. LPPL di berbagai daerah

yang masih mampu berkinerja baik wa-

jib dilindungi oleh regulasi yang kuat, di-

sertai komitmen otoritas daerah yang

tinggi untuk menjaga independensi

siarannya. 

Untuk itu ada tiga pilihan strategis.

Pertama, tetap menjadi LPPL tetapi

harus mandiri dari pemerintah

daerah, berpaling ke partisipasi pu-

blik lokal. Kedua, seluruh LPPL yang

ada bergabung dengan manajemen

RRI menjadi rumah besar LPP, meng-

acu model BBC di Inggris. Ketiga, LP-

PL yang ëmati surií dialihkan ke ma-

syarakat menjadi radio komunitas. 

Semua pilihan tentu baik karena

selaras dengan misi kepublikan. Jika

alternatif pertama yang dipilih, maka

wajib ada upaya advokasi kebijakan

untuk penyetaraan posisi LPPL de-

ngan RRI dan TVRI. Namun, jika pe-

giat LPP sudah merasa nyaman de-

ngan posisi yang sekarang, maka an-

caman kepunahan LPPL saya kira su-

dah di depan mata.  ❑-f

*) Masduki, Peneliti Media

Jurnalisme dan Staf Pengajar Ilmu

Komunikasi UII

MasdukiPendaftaran Maju, Redakan Ketegangan Pemilu?
TIDAK diingkari bila suasana

politik terus memanas pas-

capenetapan cawapres Muhai-

min Iskandar (Cak Imin) sebagai

duet Anies Baswedan. Dan di

tengah koalisi lain masih meng-

hitung, memilih dan memilah

calon wakil presiden, muncul

usulan memajukan jadwal pen-

daftaran capres-cawapres.

Upaya yang   dilakukan dengan

misi mulia, mengurangi dan

meredakan ketegangan politik,

di antara partai politik pen-

gusung.

Tidak ada hambatan dalam

memajukan jadwal seperti ter-

tuang dalam draft Rancangan

Peraturan Komisi Pemilihan

Umum (PKPU) tentang Pen-

calonan Peserta Pemilu Pre-

siden dan Wakil Presiden. Dari

awal 19 0ktober � 25 November

menjdadi 10 � 16 Oktober 2023.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Yanuar Prihatin menyebut bila

memajukan jadwal pendaftaran

tidak ada hambatan adminis-

tratif, yuridis, sosiologis dan poli-

tis. Bahkan memajukan jadwal

dinilai akan ikut membantu

meredakan ketegangan politik

lebih cepat di antara partai-par-

tai pengusung. (KR, 9/9).

Tujuan mulia, meredakan ke-

tegangan pemilu inilah yang

membuat Menkopolhukam

Mahfud MD yang juga pakar hu-

kum tatanegara UII pun me-

nyepakati pengajuan yang ha-

nya seminggu dari jadwal yang

sudah ditetapkan dalam se-

belumnya. Ketika berbicara da-

lam acara Konsolidasi Kebang-

saan Lembaga Persahabatan

Ormas Islam dan Lembaga Per-

sahabatan Ormas Keagamaan

(LPOI-LPOK) di Jakarta,

Mahfud menyebut, ini draf kare-

na keputusan perubahan jad-

wal, tidak perlu undang-undang.

Bahkan menurutnya, hanya per-

lu kesepakatan antara DPR

Komisi II, Menteri Dalam Negeri,

Komisi Pemilihan Umum dan

Badan Pengawas Pemilu. 

ÒEnam hari saja, ngapain ribut-

ribut. Sementara mencari calon,

tukaran terus, ribut. Percepat,

coblosannya tetap tanggal 14

Februari (2024),Ó  kata Mahfud.

Apalagi soal waktu pendaftaran

pasangan  bacapres-bacawa-

pres memang tidak disebut tang-

gal. Pasal 226 ayat (4) hanya

menyebut masa pendaftaran

bakal pasangan calon, paling

lama 8 (delapan) bulan sebelum

pemungutan suara. 

Tahapan pemilu sudah ber-

jalan. Untuk pendaftaran, masih

ada waktu sebulan. Namun

mencari pasangan yang akan

menjadi penumpu masa depan

Indonesia, paling tidak 5 tahun

ke depan, tentu tidak bisa di-

lakukan tanpa perhitungan ma-

tang. Semua dihitung dengan

njelimet untung ruginya.  Bak

memilih jodoh, yang perlu di-

lakukan dengan proses  ta�aruf,

istikharah, memilih cawapres ju-

ga tidak semudah membalikkan

tangan.

Dalam menentukan cawapres

yang akan menjadi penentu ke-

menangan Pemilihan Presiden

2024, tidak sekadar bagaimana

elektabilitas dalam survei sema-

ta. Cermat menghitung siapa

saja yang ada di belakang so-

sok tersebut, kira-kira berapa

suara yang bisa diraih dengan

memasang sosok tersebut.

Kemudian  bagaimana bagai-

mana potensi kemenangannya

dalam Pilpres 2024 mendatang.

Sekalipun tidak ada manusia

sempurna, juga harus yakin

cawapres yang dipilih tidak me-

miliki cacat hukum dan sejenis-

nya. Tentu masih banyak kriteria

lainnya.

Partai pemilik capres tentu pa-

ham  there is no free lunch, tidak

ada makan siang gratis. Se-

mentara partai atau sosok yang

berkehendak menjadi cawapres

tentu memahami pula adanya

falsafah  jer basuki mawa beya,

kebahagiaan atau kesejahtera-

an memerlukan biaya.  ÔBiayaÕ

yang dibayarkan untuk menda-

patkan kesejahteraan ini tidak

selalu diidentikkan dengan

uang, sekalipun cuan diperhi-

tungkan. Namun potensi du-

kungan dan suara yang diraih

juga termasuk hal yang harus

menjadi pertimbangan dalam

menduetkan calon presiden dan

calon wakil presiden. Menjadi

pertanyaan, dengan waktu yang

lebih sedikit ini, apakah tidak

membuat parpol akan lebih

pragmatis menentukan bakal

cawapres ketimbang visi dan

ideologi?  ❑-f

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-
rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rak-
yat. Selanjutnya redaksi hanya menerima
tulisan lewat email : opinikr@gmail.com de-
ngan panjang tulisan antara 535  - 575 ka-
ta, dengan mengisi subjek mengenai isu
yang ditulis serta jangan lupa menampilkan
fotocopy identitas. Terimakasih. 
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Sanksi Kegiatan yang Berlebihan
PERKEMBAHAN Bela

Bangsa (Malaba) dalam pem-

bentukan disiplin karakter yang

dilakukan SMK Negeri 2

Yogyakarta pada siswanya di

wilayah Kulonprogo, mendapat

apresiasi bagus dari wali siswa.

Namun tragis bahkan ironis, keti-

ka endingnya menadi sebuah

kebijakan yang kurang familiar

terjadi. 

Ketika sebuah sanksi tidak

boleh membawa HP diterapkan,

sudah sewajarnya  akibat .

Tujuannya agar ke depan menja-

di lebih baik, disiplin dan

berkarakter dengan harapan.

Hanya yang memrihatinkan, jus-

tru orangtua diminta datang ma-

lam hari ke lokasi, untuk mende-

ngarkan pelanggaran anak. 

Dari informasi Pembina

petang hari sebelumnya,

Pembina tidak memikirkan

orangtua /wali muris yang sudah

uzur, jarak lokasi dan sisi trans-

portasi malam hari. Yang lebi

rancu dari kebijakan, orangtua

wali tidak mendapat selembar

pun informasi sanksi yang akan

diterapkan, sebelum kegiatan di-

laksanakan.

Sebagai sebuah Lembaga

pendidikan, akan lebih bijak bila

menerapkan sanksi pada anak/-

siswa  agar mengarah pada tu-

juan pembinaan. Jika memang

harus melibatkan orangtua, cu-

kup pemanggilan di sekolah pa-

da jam kerja. Terimakasih.  ❑-f

Nama dan alamat 

pada redaksi


